BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkanpada pembahasabab [l dan bab Il pnulis dapat
menyimpulkan bahwa:
1. Kesimpulan Pada Pembahasan Bab Il
Jika dilihat dari peraturan pemdangundan@n yang mengatur
tentang pemiliharumum memang belum dicantumkanngauran terkait
perilaku golput pada pelaksanaan pemilu, seperti Untllndang Dasar
1945 dan Undantyndang Pemilwan sebagainydahkan sampai dengan
Amandemen Undangndang Dasar yang terakhir (ketiga) juga belum
dicantumkan aturan terkait perilaku gdipdadi, £cara umum dalam
undangundang tersebut hanya mencantumkan hak memilih dalam
pemilihan umum
Jadi hak tersebut harus di lindungi oleh negara sebagahdiak
pribadi warga negarsesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya
dimana ada manusidisitu ada hukum, oleh karena itu, hukum dan
kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah.
Prinsip HAM secara umum menempatkan hak memilih atau dipilih
sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Kovenan
Internasioml tentang Hathak Sipil dan Politik yang terdapat dalam (Pasal

25) serta dijamin dalam konstitusi Undaldgdang Dasar 1945.
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Maka cengan demikian, dapat disebutkan bahwa fenomena golput
mudah muncul, karena warga negara yang telah mempunyai hak pilih
datang lansng ketempat pemunggutan suardauk memberikan suaranya
dalam pemilihan umum merupakan hak dan bukan kewajiban. Artinya
bahwa, hak tersebut boleh digunakan, tetapi juga boleh tidaiakan
dalam pemilihan umum,eshgan kata lain, berpartisipatalam pemberian
suara saat pemilihan umum bersifat pilihan.

. Kesimpulan Pada Pembahasan Bab llI

Munculnya fenomena golput dalam setiap tahapan pemilu
disebabkan sikap apatis dari pemiltBikap apatis dari pemilih tersebut
muncul karena ada masyarakging memang tidak mengerti dengan
sistem politik dan juga masyarakgang bersikap kritis karena flak
politik, sosial dan ekonomiseperti kekecewaan terhadap hasil pemilu
yang belum mampu mewujudkan perilaku kehidupan politik yang
berkualitas serta margkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian fenomena golput sering muncul dalam setiap tahapan
pemilihan umum juga disebabkan rendahnya latar belakang pendidikan
politik pemilih. Rendahnya pendidikan politik bagi pemilih tentunya
berpengaruh terhadap paipasi politik masyarakatMemang tidak dapat
dipungkiri, bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum
merupakan indikator utama bagi tingkat keberhasilan pelaksanaan

pemilihan umum yang demokratis.
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Pendidikan rakyat adalah hal yang strategituk menimbulkan efek
pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab golput di Indonesia
karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka
pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat
partisipasi politik rakyat. Peang untuk meminimalisir atau meletakkan
jumlah golput pada posisi normal dan ide@dsih terbuka luas, dengan
melakukan pendidikan politik bagi rakyat.

Partisipasi  politik masyarakat dalam setiap pemilihan umum
merupakan salah satu tujuan untuk pembangutganokrasi agasistem
politik dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut yang kemudian perlu
dilaksanakan dan dikedepankan oleh partai politik balpeatingnya
pendidikan politik bagi pemilih agar supaya pemilih dapat menyadari akan
pentingnyapartisipasi aktif mereka dalam setiap pelaksanaan pemilihan
umum di Indonesia, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif.

B. Saran
Berdasarkampadapembahasabab Il dan bab IIdi atas mengenai feomena
golput yang sering muncul setiap pemduIndonesia, maka penulis dapat
memberikan saran agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengasas demokrasi.
1. Bagi Partai Politik
Partai politik harus menyadari pentingnya peran partisipasi aktif para
pemilih dalam menyueskan pemilu di Indonesia. Partai politik

seharusnya memberikan perhatian lebih kepada pemilih tentang
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pendidikan politik mereka, mengingat mereka tergolong pemilih sebagai
actor yang sangat berpengaruh dan dominan dalam pelaksanaan pemilu.
Pertain politk harus menanamkan niali politik bersih dan jujur sehingga
tingkat kepercayaan serta partisipasi aktif pemilih menjadi matang dan
mampu berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan

. Bagi KPU

KPU sebagai lembaga statistik harus lebih aktif dataemcari dan
mengumpulkan datdata tentang pemilih. KTP harus berlaku umum
sebagai kewajiban setiap pemilih dalam dalam mengikuti pemilu sebagai
warga negara Indonesia.

. Bagi Masyarakat

Pemilu adalah pesta demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk
memberkan suara untuk menentukan pemimpin negara lima tahun
kedepan.Namun makna dari demokrasi tersebut cenderung diabaikan,
karena sejatinya pemilu adalah symbol demokrasi yang berjalan tetapi
dinodai oleh oknumoknum tertentu. Hal inilah yang kemudian
merjadikan banyak orang kecewa, sehingga cenderung bersifat apatis
terhadap pemilu.

Penulis mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menentukan
perilaku dalam memilih calon pemimpin. Harus belo@nar menyadari
serta mengakui akan kewabiban sebagai wargaramegaulailah untuk
selalu menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, untuk Indonesia

kedepannya. Semua itu adalah proses untuk mencapai kesempurnaan
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demokrasi. Teruslah menjadi war negara yang aktif dan kreatif untuk
negara Indonesia.

Selain itu juga, pentm bagi kaum muda dan pemilih pemula untuk
meneruskan pastisipasi politiknya melampaui tahapan prosuderal dalam
setiap pelaksanaan pemilu kedepannya. Partisipasi aktif politik kaum
muda harus terus ditingkatkan, yaitu dengan cara mengawal dan
mengkritisi poses bnsolidasi demokrasi di indonesiagar supaya

demokrasi semakin dekat dengan kesejahteraan.
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